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	3.1. Pertimbangan Hakim  dalam Menetapkan Perubahan Jenis Kelamin pada Transeksual dalam Perkara Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW

	Hakim melalui Penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW pada tanggal 13 Agustus 2018, memiliki dasar-dasar untuk mengabulkan permohonan pemohon atas perubahan jenis kelamin yaitu dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :
	1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah untuk meminta Penetapan Hakim agar memberi izin kepada pemohon untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Pemohon pada Kantor Catatan Sipil dari seorang laki - laki menjadi seorang perempu...
	2. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri mempertimbangkan apakah permohonan pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak.
	3. Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka dipertimbangkan dulu apakah Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini atau tidak.
	4. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Surat Keterangan tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Pelaksana KULDECH TECHANAPARUKSE pada Rumah Sakit RAJYINDEE, dan lampiran terjemahan Surat Keterangan tersebut telah disahka...
	5. Menimbang, bahwa pada pokok permohonannya, pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Singkawang menatapkan memberi izin kepada Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin dirinya dari seorang laki-laki menjadi wanita di Kantor Catatan Sipil.
	6. Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga T adalah benar pemohon bertempat tinggal di Jalan Hansip Gang Kecapi RT 002 RW 001 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sehingga dikarenakan Wilay...
	7. Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1653/CS/1995 atas nama Yogi Saputra tanggal 16 Oktober 1995, menerangkan bahwa Yogi lahir dengan jenis kelamin laki-laki.
	8.  Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2017 pemohon melakukan operasi perubahan jenis kelamin di Rumah Sakit Rajyindee Thailand oleh Dokter Kuldech Techanaparukse sehingga Yogi Saputra telah berganti alat kelaminnya, payudara dan wajahnya juga k...
	9. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi T Produksi dan saksi Titi Suriyati, menerangkan pemohon sejak kecil bertingkah laku layaknya wanita dalam hal berpakaian dan juga berkegiatan. Sehingga pada 20 Oktober 2017 berdasarkan surat keterangan ...
	10. Menimbang, bahwa untuk kelengkapan administrasi pemohon dan juga untuk kepentingan dirinya, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan biaya perkara juga akan dibebankan kepada pemohon.
	11. Menimbang, bahwa telah terjadi perubahan jenis kelamin pada pemohon dari seorang laki-laki menjadi wanita dan berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kep...
	Dan pada akhirnya hakim mengabulkan permohonan pemohon terkait perubahan jenis kelamin pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan amarnya sebagai berikut :
	1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
	2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon Yogi Saputra untuk mencatatkan perubahan jenis kelamin Pemohon pada Kantor Catatan Sipil dari seorang laki - laki menjadi seorang perempuan / wanita;
	3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);
	Berdasarkan atas Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, maka analisis penulis adalah sebagai berikut :
	Permohonan tersebut diajukan oleh pemohon dengan nama Yogi Saputra untuk melakukan pencatatan perubahan jenis kelamin yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan berdasarkan atas Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW pa...
	Dalam keterangan saksi dijelaskan bahwa pemohon bersikap dan berperilaku layaknya seorang wanita sejak ia kecil. Selain itu, saksi juga menjelaskan bahwa pemohon adalah seorang laki-laki dan juga sudah disunat. Namun, pemohon tidak tumbuh kumis sepert...
	Hukum positif Indonesia tidak ada yang mengatur secara khusus mengenai perubahan jenis kelamin terkait syarat dan ketentuannya. Undang-Undang Administrasi Kependudukan hanya membahas mengenai pencatatan perubahan jenis kelamin, tetapi tidak membahas m...
	Akibat dari adanya perubahan pencatatan jenis kelamin ini, tentu membawa dampak bagi pemohon sendiri. Salah satu dari dampak yang sangat mungkin terjadi dalam perkawinan yang akan dilakukan oleh pemohon nantinya. Dalam hal agama, perkawinan seorang tr...
	Berdasarkan hasil analisis penulis, alasan hakim mengabulkan permohonan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW adalah sebagai berikut :
	1. Pemohon dalam penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW adalah seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah dibuktikan dengan KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran sehingga pemohon memiliki ha katas jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.
	2. Pemohon telah melakukan operasi perubahan alat kelamin sehingga dibutuhkan pencatatan perubahan jenis kelamin pada kantor terkait untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.
	3. Berdasarkan atas Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dijelaskan bahwa peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin yang telah ditetapkan ...
	3.1.1. Kesimpulan Penulis Terhadap Pertimbangan Hakim PN Singkawang dalam perkara Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW
	Berdasarkan atas pertimbangan hakim serta alat bukti berupa bukti surat dan saksi, hakim mengabulkan permohonan pemohon agar dapat melakukan pencatatan perubahan jenis kelaminnya pada Kantor Catatan Sipil. Namun disamping itu, penetapan tersebut tentu...
	1. Dalam Al Quran Surat An-Nur ayat 32 dijelaskan bahwa orang yang layak untuk menikah harus menikah dengan orang yang laki-laki dan perempuan.
	2. Dalam Fatwa MUI Nomor  03/Munas-VIII/MUI/2010  tentang  Perubahan  dan Penyempurnaan Jenis Kelamin perubahan alat kelamin pada seseorang yang melakukan operasi bukan karena alat kelamin ganda atau perbaikan dan penyempurnaan alat kelamin adalah har...
	3.2. Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Perkawinan Seorang yang Melakukan Operasi Ganti kelamin yang Tidak Cacat atau Berkelamin Ganda

	Berdasarkan kutipan Penetapan Pengadilan Negeri Singkawang, pemohon yaitu Yogi Saputra telah mendapat kepastian hukum untuk melakukan pencatatan perubahan jenis kelaminnya di Kantor Catatan Sipil. Perubahan ini tentu membawa pengaruh dalam kehidupan p...
	1. Adanya wali nikah : dalam pernikahan wali nikah adalah orang yang menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria untuk dijadikan istri. Wali nikah tersebut haruslah seorang laki-laki, yang sudah baligh, berakal dan muslim.
	2. Dua orang saksi : suatu pernikahan dianggap sah jika disaksikan oleh 2 orang muslim, sudah aqil baligh tidak memiliki gangguan kejiwaan dan tidak bisu dan tuli.
	3. Ijab dan qobul : ijab adalah penyerahan mempelai wanita oleh wali nikahnya kepada mempelai pria untuk dijadikan istrinya. Dan qobul adalah penerimaan mempelai wanita sebagai istri yang dijawab oleh mempelai pria.
	4. Mempelai pria : memiliki syarat yaitu berjenis kelamin laki-laki, beragama islam sebagaimana telah disebutkan dalam QS An-Nur ayat 32.
	5. Mempelai wanita : memiliki syarat yaitu seorang wanita, beragama islam, bukan termasuk mahram dari calon suaminya, tidak dalam keadaan berihram, mampu baik secara fisik maupun psikisnya dan tidak dalam paksaan orang lain.
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membahas mengenai perkawinan seseorang yang melakukan operasi ganti kelamin baik yang mengalami kecacatan, berkelamin ganda atau tidak m...
	1. Perkawinan tersebut dilaksanakan atas persetujuan kedua mempelai.
	2. Mempelai yang umurnya dibawah 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua/wali agar dapat melangsungkan perkawinan.
	3. kedua mempelai yaitu mempelai pria dan wanita harus minimal berumur 19 tahun agar dapat melangsungkan perkawinan.
	4. Mempelai pria dan wanita dilarang menikah jika ada hubungan keluarga yang dilarang untuk kawin.
	5. Kedua mempelai tidak boleh menikah jika masih terikat dengan perkawinan lain
	jika dilihat dalam Undang-Undang Perkawinan, tentu yang menjadi pokok adalah suatu perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama dan masing-masing kepercayaannya. Dan jika dilihat dalam sisi agama yang ada di Indonesia yaitu agama Islam, ...
	Agama islam sendiri tidak mengenal mengenai transeksual melainkan adalah khunsa. Khunsa adalah seseorang yang tidak jelas alat kelaminnya atau bahkan tidak memiliki alat kelamin. Khunsa sendiri dibagi menjadi 2 yaitu khunsa yang dapat dilihat cirinya ...
	Agama Hindu menjelaskan bahwa mereka tidak menerima perkawinan seorang transeksual karena dianggap telah menyalahi aturan dan tujuan perkawinan menurut agamanya. Sedangkan agama Budha tidak menyalahkan atau menghukumi perkawinan seorang transeksual ka...
	Jika dilihat dalam Penetapan Nomor 167/PDT.P/2018/PN.SKW pemohon beragama Islam, dan pemohon juga melakukan operasi perubahan alat kelaminnya tanpa ada kelainan atau alat kelamin ganda. Apabila hal ini disesuaikan dengan Fatwa MUI Nomor 03/Munas-VIII/...
	Yogi Saputra beragama Islam dan nantinya jika ia menikah haruslah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan syarat seseorang menikah di KUA diantaranya harus menyertakan fotocopy KTP, KK dan Akta Kelahiran. Akibat dari adanya Penetapan Hakim Nomor 167/PDT.P/20...
	Operasi perubahan alat kelamin yang masih terus terjadi di Indonesia juga membuat bingung terhadap masyarakat. Hal ini terjadinya dikarenakan adanya kekosongan hukum terhadap transeksual sehingga tidak ada regulasi yang secara tegas membahas mengenai ...
	BAB IV
	PENUTUP
	4.1.  Kesimpulan
	Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah :
	1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang berganti jenis kelamin adalah pemohon berperilaku dan berkegiatan layaknya lawan jenisnya (transgender) dan yang bersangkutan melakukan operasi pergantian alat kelamin (transeksual) sehingga memenuhi sy...
	2. Seseorang yang melakukan operasi pergantian alat kelamin yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2010, jika melakukan perkawinan maka tidak sah menurut hukum Islam. Tetapi perkawinan tersebut dapat dicatatkan menjadi sah menurut Undang-Und...
	4.2. Saran
	1. Kepada pemerintah : sebaiknya dibuat suatu aturan hukum yang secara khusus membahas mengenai transeksual sehingga tidak terjadi kekosongan hukum dan kebingungan dalam masyarakat terkait dengan permasalahan transeksual ini.
	2. Kepada masyarakat : sebaiknya dilakukan sosialisasi terkait dengan transeksual agar masyarakat lebih mengetahui mengenai transeksual dan untuk meminimalisir permasalahan terkait transeksual ini.
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